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MOTTO

“ Wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi.”
Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah
untuk dirinya sendiri. ( Q.S. Al- Ankabut ayat: 6)
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RINGKASAN

Sudah menjadi fitrah manusia berkeinginan untuk memiliki keturunan
pada saat setelah berlangsungnya pernikahan. Faktanya yang terjadi dalam
kehidupan manusia adalah tidak semua pasangan yang telah melangsungkan
perkawinan dapat mempunyai anak dari hasil keturunannya sendiri, karena ada
seorang isteri yang tidak dapat mengandung karena memiliki kelainan pada
rahimnya. Pada beberapa dekade terahir ini, perkembangan teknologi dan
biomedis berkembang pesat, muncul isu etik dan legal yang cukup banyak yang
sebelumnya tidak terfikirkan, salah satu contohnya adalah teknologi dalam bidang
reproduksi. Cara-cara tersebut antara lain: inseminasi buatan (artificial
insemination/ Al), pembuahan dalam (artificial conseption / AC), penyuburan /
pembuahaan dalam tabung (in vitro fertilization/IVF), pemindahanm janin dan
penananman janin (embriyo transfer /embrio transplant /ET).

Kemudian timbulah permasalahan dalam pandangan hukum islam, sebab
Islam tidak mengenal anak yang dilahirkan dari ibu pengganti (Surrogate
Mother). Kehadiran anak yang dilahirkan dari ibu pengganti (Surrogate Mother)
menjadi permasahan yang kompleks baik dalam sudut pandang agama islam,
hukum, dan moral. Yang menjadi persolan perdebatan yang paling menyita
perhatian adalah terkait siapa sesungguhnya ibu yang paling berhak mendapat
pengakuan terhadap anak tersebut, serta bagaimana hak waris anak tersebut?.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua yaitu, bagaimanakah status
hukum anak yang dilahirkan dari ibu pengganti (Surrogate Mother)ditinjau dari
hukum islam?; apakah anak yang dilahirkan dari rahim ibu pengganti(Surrogate
Mother) berhak mendapatkan harta warisan dari ibu pengganti dan orang tua
biologisnya?

Tujuan dari penelitian ini ada dua yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus.
Tujuan umumnya adalah Memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam
memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,
Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah
diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik yang ada dan berkembang dalam
masyarakat, dan memberi sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat
umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater. Sedangkan tujuan
khususnya adalah untuk mengetahui dan memahami status hukum anak yang
dilahirkan dari ibu pengganti(Surrogate Mother) ditinjau dari hukum islam dan
untuk mengetahui dan memahami mengenai hak kewarisan anak yang dilahirkan
dari ibu pengganti(Surrogate Mother).

Metode penelitian yang dipakai penulis dalam penyusunan skripsi ini
adalah secara yuridis normatif (Legal Research). Tipe penelitian yuridis normatif
yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau
norma-norma dalam hukum positif. Didalam penelitian hukum terdapat beberapa
pendekatan yang dapt digunakan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam
penyusunan skripsi ini antara lain, pendekatan perundang-undangan (Statue
Approach) dan pedekatan konseptual (Conceptual approach), dengan bahan
hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
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non hukum. Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini
adalah menggunakan metode preskriptif. Penelitian bertujuan untuk memberikan
gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang
berhubungan dengan status hukum anak yang dilahirkan dari ibu pengganti atau
Surrogate Mother yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Sementara itu sewa rahim bagi
kalangan Islam masih dianggap oleh sebagian besar ulama sebagai tindakan yang
dapat menyulitkan hukum Islam dalam menentukan hak-hak anak tersebut dalam
urusan perwarisan. Anak yang dilahirkan melalui melalu proses bayi tabung
dengan metode ibu pengganti atau Surrogate Mother statusnya menurut hukum
islam ada dua pendapat yang pertama para ulama’ yang mengharamkan metode
ibu pengganti atau atau Surrogate Mother berpendapat: bahwa status hukum anak
yang dilahirkan melalui proses ibu pengganti atau Surrogate Mother dinasabkan
pada ibu yang mengandung dan melahirkannya sedangkan dengan orang tua
genetisnya status hukumnya sebagai anak angkat, hukum atau dasar yang
digunakan dalam menentukan nasab tersebut di ambil dari metode ijtihat. Terkait
hal pewarisan anak yang dilahirkan dari ibu pengganti atau atau Surrogate Mother
hanya mempunyai hubungan mewarisi dengan ibu penggantinya atau atau
Surrogate Mother sedangkan dengan orang tua biologisnya tidak memiliki
hubungan saling mewarisi, anak tersebut bisa mendapatkan waris dari orang tua
biologisnya dengan cara wasiat atau hibah. Pendapat yang kedua, para ulama’
yang memperbolehkan proses atau metode ibu pengganti atau atau Surrogate
Mother berpendapat: status hukum anak yang dilahirkan dari ibu pengganti atau
atau Surrogate Mother dipersamakan dengan status ibu sesusuan, status hukum
tersebut diambil dari metode qgiyas. Anak tersebut memiliki hubungan
kemahraman dengan ibu pengganti (Surrogate Mother), tetapi dalam hal
kewarisan anak yang dilahirkan dari ibu pengganti(Surrogate Mother) tidak
berhak mewarisi harta dari ibu pengganti atau Surrogate Mother tersebut, apabila
anak tersebut mendapatkan harta warisan dari ibu penggantinya hal tersebut dapat
dilakukan dengan melalui wasiat ataupun hibah. Sedangkan hubungan anak yang
dilahirkan dari ibu pengganti (Surrogate Mother) dengan pasangan suami isteri
pemilik benih (Orang tua genetisnya) adalah sebagai anak sah, sehingga terjadi
hubungan mewarisi antara anak tersebut dan orang tua genetisnya.

Saran dari skripsi ini dalam masalah ini bagi orang tua genetis dan bagi
ibu pengganti (Surrogate Mother) perlu adanya kematangan sikap dan
pemahaman terhadap permasalahan yang berkaitan terhadap aspek-aspek hukum
islam yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan penitipan embrio pada rahim
wanita lain seperti tehnik ibu pengganti (Surrogate Mother). Adapun akibat-akibat
hukum yang akan ditemui dalam permasalahan sewa rahim ini antara lain adanya
kesulitan-kesulitan yang timbul baik menyangkut soal agama, hukum, moral dan
etika, juga akibat psikologis yang menyangkut mental orang tua (ibu pengganti)
dan anak terlahir nantinya. Untuk itu solusi yang dapat dilakukan oleh pasangan
suami istri yang sangat menginginkan untuk memperoleh anak bisa dilakukan
dengan mengasuh anak atau si suami menikah lagi, hal ini justru mengantisipasi
kesan negatif dan akan mengangkat harkat dan martabat wanita sebagai ibu secara
kodrati. Mengingat bahwa dinamika masyarakat yang bersifat dinamis dan selalu
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berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, maka produk
hukum yang dibuat oleh pemerintah harus lebih cepat dalam pembentukannya
agar mampu mengcover berbagai permasalahan yang munculdi tengah-tengah
masyarakat. sehingga tidak terjadi kekeliruan bahkan perselisihan dalam
menentukan status, dan hak waris anak yang dilahirkan, serta agar masyarakat
lebih berhati-hatidalam melakukan suatu perjanjian atau kontrak yang dapat
merugikan dirinya dikemudian hari.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.’ Setiap pasangan
suami isteri pasti mendambakan mempunyai keturunan (anak), seorang anak
memiliki peran yang sangat penting dalam suatu kehidupan rumah tangga.
Menurut Soetojo Prawirohmidjojo menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah
perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai
manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih
sayang, kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung
jawab.? Seorang anak dilahirkan ke dunia melalui proses yang panjang, mulai dari
pertemuan biologis antara benih dari seorang laki-laki (sperma) dan sel telur milik
seorang perempuan sampai ahirnya terjadi kemahilan kemudian si bayi lahir ke
dunia. Proses tersebut kemudian akan menentukan satatus dan kedudukan si anak
di hadapan hukum.?

Sudah menjadi fitrah manusia berkeinginan untuk memiliki keturunan
pada saat setelah berlangsungnya pernikahan. Faktanya yang terjadi dalam
kehidupan manusia adalah tidak semua pasangan yang telah melangsungkan
perkawinan dapat mempunyai anak dari hasil keturunannya sendiri, karena ada
seorang isteri yang tidak dapat mengandung karena memiliki kelainan pada
rahimnya. Pada keadaan yang demikian ini hukum memberikan peluang agar
keluarga yang tidak mempunyai anak tersebut dapat mengangkat (mengadopsi)
anak orang lain yang dianggap sebagai anaknya sendiri. Kebanyakan dari

!pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2Soetojo Prawirihamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di
Indonesia, (Jakarta: Airlangga University Press, 1986), him. 28-29

D.Y. Witanto, Hukum keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca
Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan,( Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012),
him. 7
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pasangan suami-isteri yang istrinya memiliki kelainan pada rahimnya tetap ingin
memiliki anak dari benihnya sendiri (anak kandung) padahal pasangan tersebut
tidak dapat memperoleh keturunan secara alamiah.

Perkembangan sains yang luar biasa berkat teknologi yang pesat tiada lain
merupakan bukti kesempurnaan Allah SWT. Hal ini menyebabkan munculnya
berbagai macam temuan-temuan baru di berbagai bidang ilmu, salah satunya di
bidang kedokteran. Pada beberapa dekade terahir ini, perkembangan teknologi dan
biomedis berkembang pesat, muncul isu etik dan legal yang cukup banyak yang
sebelumnya tidak terfikirkan, salah satu contohnya adalah teknologi dalam bidang
reproduksi.* Cara-cara tersebut antara lain: inseminasi buatan (artificial
insemination/ Al), pembuahan dalam (artificial conseption / AC), penyuburan /
pembuahaan dalam tabung (in vitro fertilization/IVF), pemindahanm janin dan
penananman janin (embriyo transfer /embrio transplant /ET).”

Sebuah situs di Internet pernah memuat artikel yang berjudul, “ Ada tapi
diam-diam” kata aktivis perempuan Agnes Widanti dalam seminar “Surogatte
Mother (Ibu Penganti) dipandang dari sudut Nalar , Moral, dan Legal” di Ruang
Teather Universitas Katolik (Unika) Soegiyapranata, Semarang, Jalan Pawiyatan
Luhur, Sabtu 05 Juni 2010. Mengacu pada penelitian mahasiswanya yang berjudul
“Penerapan Hak Reproduksi dalam Sewa-Menyewa Rahim”. Peneltian tersebut
dilakukan di Papua yang menjelaskan bahwa adanya praktek sewa-menyewa
rahim, menurut mahasiswanya sewa-menyewa rahim yang terjadi di Papua tidak
pernah dipermasalahkan karena praktek tersebut dilakukan dalam lingkup
keluarga saja. Jadi ada keponakan yang menyewa rahim tantenya agar dapat
memiliki anak.’ Kasus sewa-menyewa rahim yang sempat menjadi perhatian
publik adalah pada bulan Januari Tahun 2009 pada saat itu artis Zarima Mirafsur
diberitakan melakukan penyewaan rahim dari pasangan suami isteri pengusaha

kaya yang bertempat tinggal di Surabaya. Menurut mantan pengacaranya Zarima

*Husni Thamrin, Aspek hukum bayi tabung dan sewa rahim Prespektif hukum perdata
dan hukum islam, (Yogyakarta: Aswaja pressindo, 2014), him. 2

5 -

Ibid.

Shttp://www.detik.comDetik Health dalam Artikel Sewa Rahim di Indonesia Dilakukan
Diam-Diam, Internet 18 Oktober 2010, di akses pada tanggal 15 September 2015
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Mirafsur, yaitu Ferry Juan, Zarima Mirafsur mendapat imbalan mobil dan uang 50
juta rupiah, dari penyewaan rahim tersebut, namun terkait hal ini Zarima Mirafsur
membantahnya. Sewa-menyewa rahim bukan hanya persoalan biologis saja, tetapi
kehidupan dan kemanusiaan. Terkait belum ada aturan didalamnya sehinggga
seiring perkembangan zaman timbullah masalah hukum dari teknologi reproduksi
yang telah disebutkan diatas, diantaranya menyangkut pelaksananya (dokter,
peneliti,ilmuan), suami, istri,donor sperma, donor ovum,ibu pengganti (surrogate
mother),dan bayi yang dilahirkan atau yang diciptakan dengan proses tersebut.’

Pada mulanya program fertilisasi in vitro yang dapat diterima oleh
khalayak umum, adalah tehnik bayi tabung bukan tehnik bayi yang dilahirkan dari
ibu pengganti atau (Surrogate Mother). Banyak pihak pro dan kontra terhadap
program ini misalnya kalangan tokoh ulama (agama). Persoalan lainnya pada
bidang hukum karena belum tersedianya peraturan perundang undangan yang
mengatur tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti
atau (Surrogate Mother).® Status hukum anak dalam hukum positif di Indonesia
diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada Undang-Undangtersebut tidak
mengatur ketentuan yang secara tegas dan jelas perihal status hukum anak yang
dilahirkan melalui proses ibu pengganti atau (Surrogate Mother), menggunakan
sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian embrionya
ditransplantasikan kedalam rahim- rahim ibu lain (surrogate mother). °

Sementara ini kedua peraturan hukum tentang perkawinan tersebut hanya
mengatur tentang pengertian anak sah, pengesahan anak luar kawin dan
pengakuan terhadap anak luar kawin.'® Pengertian anak sah diatur dalam pasal
250 kitab Undang-Undang hukum perdata dan pasal 42 Undang-Undang No 1
tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 250 kitab Undang-Undang hukum

perdataberbunyi “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang

"Husni Thamrin, Op. cit., him. 46
®Ibid., him. 4

*Ibid.

O1hid.
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perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. “Selanjutnya dalam pasal
42 Undang- Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi bahwa” anak
sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang
sah”. Kedua rumusan dalam pasal tersebut hanya mengatur kedudukan anak
tersebut tidak mengatur dan membahas asal usul sperma dan ovum yang
digunakan, namun kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah secara
hukum adalah anak sah.™*

Kemudian timbulah permasalahan dalam pandangan hukum islam, sebab
Islam tidak mengenal anak yang dilahirkan dari tehnik ibu pengganti atau
(Surrogate Mother). Persoalan anak mejadi urusan ALLAH SWT, tetapi pasangan
suami istri yang tidak dapat memiliki anak dengan cara yang alamiah tetap
berusaha untuk mendapatkan keturunan. Salah satunya menggunakan tehnik bayi
tabung ataupun ibu pengganti atau (Surrogate Mother) sehingga muncul suatu
permasalahan. Kehadiran ibu pengganti atau (Surrogate Mother) menjadi
permasahan yang kompleks baik dalam sudut pandang agama islam, hukum, dan
moral.® Permasalahannya ketika sperma dan sel telur datang dari pasangan
keluarga yang sah, atau bukan berasal dari hubungan pernikahan atau adanya ibu
pengganti atau (Surrogate Mother).*?

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis ingin membahas
permasalahan yang timbul, dari dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi
dengan judul: “Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Ibu Pengganti
(Surrogate Mother)”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka
permasalahan yang akan ditulis dalam penulisan skripsi ini ini sebagai berikut:
1. Bagaimanakah status hukum anak yang dilahirkan dari ibu pengganti

(Surrogate Mother)ditinjau dari hukum islam?

Y1pid., him. 5
21pjq,
Bpid.
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2. Apakah anak yang dilahirkan dari rahim ibu pengganti(Surrogate Mother)
berhak mendapatkan harta warisan dari ibu pengganti dan orang tua
biologisnya?

1.3 Tujuan Penulisan
Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang
dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapapun tujuan

penulisan disini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum
Adapun tujuan umum yang ingin dicapai yaitu:

1. Memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang
telah diperolen dalam perkuliahan dengan praktik yang ada dan
berkembang dalam masyarakat.

3. Untuk disumbangan pada almamater tercinta dalam menambah

perbendaharaan tulisan atau karya ilmiah dan wawasannya.

1.3.2 Tujuan Khusus
1. Mengetahui dan memahami status hukum anak yang dilahirkan dari ibu
pengganti(Surrogate Mother) ditinjau dari hukum islam.
2. Mengetahui dan memahami mengenai hak kewarisan anak yang dilahirkan

dari ibu pengganti(Surrogate Mother).

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis
yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai
dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan ahir dapat mendekati kebenaran
objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi merupakan

suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut
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merupakan cara utama untuk mencapai tujuan.* Adapun metode penelitian yang

digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 4 aspek, yaitu sebagai berikut:

1.5 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum
yang dihadapi. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab
isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskripsi ilmu hukum.
Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep
baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.*®

Tipe penelitian yang dipakai penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah
secara yuridis normatif (Legal Research). Tipe penelitian yuridis normatif yaitu
penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-

norma dalam hukum positif.'°

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan
cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-
Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis
yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam

skripsi ini. *’

1.6 Pendekatan Masalah
Penelitian hukum didalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode
pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:
1. Pendekatan Undang-Undang (statuteapproach) dilakukan dengan
menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peneliti mampu menangkap

kandungan filosofi yang ada dibelakang Undang-Undang itu, yang akan

14 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010), him. 35

Blbid.

®Herowati Poesoko, Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum,
Penelitian Hukum,(Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012), him. 34-35

Ypeter Mahmud Marzuki, Op cit.hal. 29
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dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara
Undang-Undang dengan isu hukum yang dihadapi, terkait dengan rumusan
masalah Status hukum anak yang dilahirkan dari Ibu Pengganti (Surrogate
Mother).*® Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan
Undang-Undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum
yang menjadi fokus atau tema sentral suatu penelitian.

2. Pendekatan konseptual (Conceptual approach) adalah suatu pendekatan
yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang dari ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-
pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis
dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,
konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan, terkait rumusan
masalahapakah anak yang dilahirkan dari rahim ibu pengganti berhak
mendapatkan harta warisan dari ibu pengganti dan orang tua biologisnya.*®
Melalui pendekatan ini, akan dipelajari dan dikaji tentang suatu
permasalahan hukum yang berkaitan dengan status hukum anak yang
dilahirkan dari sewa rahim atau ibu pengganti (Surrogate Mother) ditinjau
dari prespektif hukum islam.

1.7 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sumber yang dipakai oleh seseorang yang akan
menulis sebuah karya ilmiah. Bahan hukum itu untuk selanjutnya akan dijadikan
sebagai pedoman dalam rangka untuk mencari pokok jawaban yang akan dicapai
untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus preskripsi mengenai apa yang
seyogyanya diperlukan sebagai sumber penelitian. Sumber penelitian hukum
dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang merupakan bahan-bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder.?

BIpid. him 95
¥pid.
2bid. hal 181
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1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim.”* Bahan hukum primer yang digunakan
oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Al-Qur’an;

2. Al-Hadist;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan;

4. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Penyebarluasan Kompilasi Hukum
Islam;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 039/Menkes/
SK/2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reroduksi
Berbantu;

6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep.352/MUI/X1/1990.

2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-
jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.?’Bahan hukum
sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks
tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang di angkat dan ditulis dalam
skripsi ini.
3. Bahan Non Hukum
Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum,
penelitian hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila

dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai

bid.
“Ibid.
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ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, ataupun laporan-laporan
penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai
relevansi dengan topik penelitian.”® Bahan non hukum yang digunakan didalam
penulisan ini adalah berupa buku-buku pedoman penulisan karya ilmiah, buku-
buku penunjang lain, dan data-data dari internet, wawancara, serta bahan-bahan
lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah sepanjang mempunyai relevansi

dengan topik penelitian.

1.8 Analisis Bahan Hukum

Proses analisa hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari
pokok permasalahanyang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan
dalam beberapa tahap yaitu®*

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang
tidak relevan untuk menentukan isu hukum yang hendak
dipecahkan;

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non
hukum yang kemungkinan dipandang mempunyai relevansi
terhadap isu hukum. ;

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan
bahan-bahan yang telah di kumpulkan;

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang
menjawab isu hukum;

5. Memberikan deskripsi berdasarkan argumentasi yang telah
dibangun dalam kesimpulan;

Analisis yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah melalui
pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu,
kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode
preskriptif, yaitu setiap analisa tersebut akan dikembalikan pada norma hukum
karena alat ujinya adalah norma hukum yang berdasarkan logika deduksi.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum diatas merupakan
sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang telah

menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan analisis bahan hukum

Zbid. him 183
*Ibid. hlm.171.
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tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang
dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu
bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode
yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus atau
suatu pengambilan ksimpulan dari pembahasan mengenai permasalahn yang
bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.” Berdasarkan hasil
analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu

hukum yang di ajukan dalam penulisan skripsi ini.

®lbid.
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BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengelompokan Anak
2.1.1. Anak Sah

Anak sah menempati kedudukan yang paling tinggi dan paling sempurna

dimata hukum dibandingkan dengan anak-anak dalam kelompok yang lain,

karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum, contohnya

hak waris.

Berdasarkan beberapa aturan perundang- undangan anak sah diberikan definisi

sebagai berikut:

1.

Pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa
anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu atau sebagai akibat dari
perkawinan yang sah;

Pasal 250 KUH perdata menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau
yang dibesarkan selama perkawinan memperoleh sisuami sebagai
ayahnya;

Pasal 99 kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa anak sah adalah :

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang
sah;
b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan
dilahirkan oleh isteri tersebut;
Menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud dengan anak sah adalah
anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya;®
Menurut Soetojo Prawirohamidjojo seorang anak sah jika lahir dalam
suatau perkawianan yang sah atau karena adanya suatu perkawinan yang

sah. Seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita yang

80

% Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), him.

11
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melahirkan adalah ibunya dan pria yang mengawini ibunya yang
membenihkan anak tersebut adalah ayahnya.?’

6. Menurut Yusuf Al Qadhawi menyebutkan bahwa dengan adanya
perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi
anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.?®

Seorang anak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak sah apabila anak

tersebut didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului
oleh adanya perkawinan yang sah. Menurut ketentuan asas hukum islam hanya
mereka yang betul-betul membenihkan anak tersebut adalah ayahnya yang sah.
Maka berpijak pada asas tersebut yang dimaksud anak sah adalah:?®

a. Anak yang lahir dalam jangka waktu 6 bulan dihitung
sejak hari akad nikah adalah tidak sah, kecuali si suami
mengakui anak tersebut.

b. Anak yang lahir dalam jangka waktu lewat 6 bulan
dihitung sejak akad nikah maka anak tersebut adalah
anak sah, kecuali ayahnya mengingkarinya.

2.1.2 Anak Angkat

Pengangkatan anak sejak zaman dahulu sudah di kenal di seluruh wilayah
Indonesia, terutama dalam masyarakat adat. Anak angkat menurut pasal 1 angka 1
PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa yang
dimaksud dengan anak angkat adalah” anak yang haknya dialihkan dari
lingkungan kekuasan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut
kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau
penetapan pengadilan. Menurut Dominikus Rato, anak angkat adalah anak orang

lain yang diambil dan dijadikan seperti anak kandung sendiri, tetapi pada

?’Spetojo Prawirohamidjojo, Op.cit., him. 104

%y usuf Al Qadhawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, 1976), him.
304

»Spetojo Prawirohamidjojo, Op.cit, him. 104
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masyarakat adat ada orang tua yang mengangkat anaknya sendiri karena suatu
alasan.*

Berdasar definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anakadalah
suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri
yangmenimbulkan akibat hukum tertentu. **

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengangkatan anak adalah mengambil
seseorang anak yang bukan keturunan suami atau istri yang dipelihara dan
diperlakukan seperti anak keturunannya sendiri.*Mengenai tujuan dari
pengangkatan anak, diatur di dalampasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan:

“Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi

anak dalam rangkamewujudkan kesejahteraan anak dan

perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkanadat
kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-
undangan”

Pada agama Islam tidak diatur pewarisan terhadap anak angkat, karena hak
waris hanya di dasarkan pada hubungan darah dan perkawinan, jadi secara
otomatis menurut hukum islam anak angkat tidak dapat mewarisi harta orang tua
angkatnya.**Terhadap pengangkatan anak oleh orang yang sama-sama
berkewarganegaraan Indonesia, dapat disahkan berdasarkan penetapan pengadilan
dalam sidang yang Voluntair, sedangkan bagi pengangkatan anak yang dilakukan
oleh orang yang berkewarganegaraan asing baik itu anak Warga Negara Indonesia
yang diangkat oleh calon orang tua yang berkewarganegaraan asing ataupun
sebaliknya harus disahkan berdasarkan putusan pengadilan, karena berkaitan
dengan sikap kehati-hatian negara terhadap proses pengangkatan anak yang

berbeda kewarganegaraan.®

*Dominikus Rato, Hukum Perkawinan dan Waris Adat ( Sistem Kekerabatan, Bentuk
Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia), (Surabaya: Lasbang Yustitia Surabaya,
2011), him. 155

3150erjono Soekanto, Inti sari hukum keluarga, (Bandung: Alumni Bandung, 1980), him.
52

%irjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung,
1974), him. 96

D.Y. Witanto, Op.Cit., him. 54

*Ibid.
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2.1.3.Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seseorang perempuan yang
tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah
membenihkan anak dirahimnya anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang
sempurna dimata hukum seperti anak sah, anak tidak sah adalah anak yang tidak
dilahirkan didalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.**Pasal 43 ayat 1
Undang-Undanng Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa
anak diluar kawin tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya walaupun tidak diakui. Anak luar dalam hal ini dapat diakui oleh orang tua
biologisnya sehingga kemungkinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah
atau ibu kandungnya.

Kedudukan anak luar kawin yang telah diakui oleh orangtuanya tetap tidak
dapat sederajat dengan anak sah kedudukannya, persamaanya adalah anak sah dan
anak luar kawin dapat menjadi ahli waris dari orang tua biologisnya, tetapi bagian
harta warisannya tidaklah sama. Anak luar kawin diakui memiliki hak penuh
terhadap harta warisan orang tuanya apabila si pewaris tidak memiliki ahli waris
lain selain anak luar kawin yang telah diakui tersebut, sebagaimana yang telah
diatur dalam pasal 865 KUH Perdata.

2.1.4. Anak Zina

. Berdasarkan ketentuan pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan
zina adalah seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (overspel) dan
seorang wanita yang telah kawin melakukan mukah,sehingga menurut hukum
barat seorang anak baru dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak tersebut
lahir dari hubungan suami isteri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan
seorang perempuan dimana salah satu atau kedua- duanya sedang terikat
perkawinan dengan orang lain, sedangkan pada agama islam semua persetubuhan

yang dilakukan diluar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina.

). Satrio, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang, (
Bandung: Citra Adiya Bakti, 2000), him 103


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

15

Menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy anak zina adalah:®
Anak zina adalah anak yang dikandung dan dilahirkan oleh
seorang perempuan dari seorang laki-laki yang menggaulinya
tanpa nikah yang dibenarkan oleh syara’.

Menurut J. Sartrio anak zina adalah:*

Anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan
kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat
dalam nikah yang sah (kecuali dalam bentuk syubhat) meskipun
ia lahir dalam sauatu perkawinan yang sah dengan laki-laki yang
melakukan zina atau laki-laki lain, dimana salah satu diantara
keduanya terikat suatu perkawianan dengan orang lain.

Sedangkan menurut Imah Tahido Yanggo anak zina adalah:*®

Anak yang lahir dari hasil hubungan tanpa pernikahan, biasanya

disebut dengan anak tidak sah.”
Seorang anak dapat dinilai anak zina berdasarkan QS. Al-Ahgaaf ayat 15 yang
artinya : *°

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada
dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah
payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula),
mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan,
sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat
puluh tahun ia berdoa: "Ya tuhanku, tunjukilah aku untuk
mensyukuri nikmat engkau yang telah engkau berikan kepadaku
dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal
yang saleh yang engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku
dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya
aku bertaubat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk
orang-orang yang berserah diri".

Menurut Islam anak zina adalah suci dari segala dosa dan tidak
menanggung beban dosa orang tuanya, hal ini berdasarkan pada firman Allah

dalam surah Al-Najm ayat 32, yang berbunyi:

%Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, FigihMawaris, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,
2010), him. 252

%). Satrio, Op.cit., him. 173

*®|mah Tahido Yanggo, Masailul Fighiyah,( Bandung: Angkasa, 2005), him. 178

% Al-Qur’an dan terjemahan ( Bandung: CV. Al-Jumanatul ‘Ali, 2005), him. 505
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“yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji
yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya tuhan
mu maha luas ampunannya. Dan dia lebih mengetahui tentang
keadaan mu ketika dia menjadikanmu dari tanah dan ketika
kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu
mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang
orang yang bertagwa”.
Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab
dengan ayahnya, pada hukum figih ketentuan nasab merupakan salah satu alasan

untuk saling mewarisi. “°

2.1.5 Anak Sumbang

Anak sumbang (incest) atau sering juga disebut anak hasil dari penodaan
darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan dimana diatara keduanya dilarang untuk menghasilkan perkawinan
baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan,
dan sebagainya.*!

Pada pasal 8 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 huruf D
Kompilasi Hukum Islam ada beberapa larangan seseorang untuk melakaukan
perkawinan antara lain: *

1.  Berhungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah
atau keatas:

2. Berhungan dalam garis keturunan menyimpang Yyaitu
antara seseorang dengan saudara orng tua dan antara
seseorang dengan saudara neneknya;

3. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu,
dan ibu ayah tiri;

4. Berhungan sesusuan, yaitu orang Yyang sama-sama
sesusuan atau orang tua sesusuan dan bibi atau paman
sesusuan.

Anak sumbang dan anak zina dalam KUH Perdata memiliki kedudukan yang

sama karena mereka tidak dapat diakui oleh kedua orang tuanya. Istilah anak
sumbang terjadi karena akibat dari persetubuhan sumbang antara orang-orang

yang dilarang melakukan perkawinan.

“Masjfuk Zuhdi, Masailul Fighiyah, (Jakarta: Haji Masagung 1993)., him . 38
“D.Y. Witanto, Op. Cit., him. 41
“Ibid.HIm 43
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2.2 Pengertian, Syarat, dan Rukun Titipan (Wadi’ah) dalam Agama Islam
2.2.1 Pengertian Titipan (Wadi’ah)

Al-Wadi’ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib
mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.
Firman Allah SWT dalam QS. An-Nissa: 58, yang artinya:*

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya
Allah maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al Bagarah ayat 283:*
“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya

(titipannya) dan hendaklah ia bertakwa kepada tuhannnya”.

Hadist Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi: *
Rasullah Saw Bersabda, “ Tunaikanlah amanah (titipan) kepada
yang berhak menerimahnya dan jangan membalas khianat kepada

orang yang telah mengkhianatimu”.

Barang titipan dalam bahasa figih dikenal dengan sebutan Wadi'ah.
Menurut bahasa Wadi’ah ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya
supaya dijaga (Ma Wudi’a ‘Inda Ghair Malikihi Layahfadzuhu), berarti makna
yang yang pertama bahwa Wadi’ah ialah memberikan, makna yang kedua
Wadi’ah dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata: “Awda
‘tubu” artinya aku menerima harta tersebut darinya (Qobiltu minhu dzalika al-Mal
Liyakuna Wadi’ah ‘Indi), secara bahasa Wadi’ah memiliki dua makna, yaitu
memberikan harta untuk dijaga dan menerimanya.*® Secara harfiah, Al-wadi’ah

dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik

* Al-Qur’an dan terjemahan, Op. Cit., him. 88

“Ibid, him 50

* Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Islam, ( Jakarta:
Sinar Grafika, 2004), him. 70

**Suhendi Hendi, Figih Mu’amalah, ( Jakarta:PT Raja Grafindo, 2002), him. 179
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individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si

penitip menghendakinya.*’

Wadi’ah menurut pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah
ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang
dipecaya untuk menjaga dana tersebut.*®
Ada dua definisi yang dikemukakan oleh ulama figih, yaitu :*°
1. Ulama madzhab Hanafi mendefinisikan: “Mengikutsertakan orang lain

dalm memelihara harta baik dengan ungkapan maupun isyarat”. Misalnya

ada seseorang menitipkan sesuatu pada orang lain dan si penerima titipan
menjawab iya, ataupun menganguk atau dengan diam berarti seju maka
akad tersebut sah hukumnya.

2. Madzhab Hambali, Syafi’i, dan maliki (jumhur ulama) mendefinisikan
wadi’ah sebagai berikut: “Mewakilkan pada orang lain untuk memelihara
harta tertentu dengan tertentu.”

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud Wadi’'ah adalah penitipan, yaitu akad

seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara

layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tetapi
bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan

menggantinya.*

2.2.2 Rukun dan Syarat Wadi’ah:>*
a) Orang yang berakad
Orang yang berakad adalah muwaddi sebagai orang yang menitipkan
barangnya (penitip) dan mustauda sebagai orang yang dititipi barang
(penerima titipan).
Orang yang berakad hendaklah orang yang sehat (tidak gila) diantaranya

yaitu:

* Antonio Muhammad Syafi’i, Op.Cit, him. 85

**Madani,Hadist Ekonomi Syari’ah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2011),hal. 85
#zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syari’ah,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him 43
*05ydarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), him. 550
*Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Op. Cit., him. 72
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1. Baligh
2. Berakal
3. Kemauan sendiri bukan karena paksaan
b) Barang titipan
Barang yang dititipkan harus jelas dan dapat dipegang atau dikuasali,
maksudnya ialah barang itu haruslah jelas idientitasnya dan dapat dikuasai
untuk dipelihara.
c) Sighah ( akad)
Syarat sighah yaitu kedua belah pihak melafadzkan akad yaitu orang yang
menitipkan (muwaddi) dan orang yang diberi titipan (mustauda).

2.3 Hukum Islam
2.3.1 Pengertian Hukum Islam
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber menjadi bagian dari agama

Islam.>? Pada konsepsi hukum islam kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah
SWT, yang diatur didalamnya tidak hanya hubungan antara manusia dengan
manusia lain dalam masyarakat, termasuk dirinya sendiri dengan benda serta alam
semesta, tetapi juga hubungan manusia dengan tuhan.Pada hukum islam di bidang
muamalattidak dibedakan antara hukum privat (Hukum Perdata) dengan hukum
publik, hal ini disebabkan karena menurut sistem hukum islam pada hukum
perdata terdapat segi hukum publik, dan pada hukum publik terdapat segi hukum
perdata. Berbeda dengan hukum barat dimana sistem hukum ini dibedakan dengan
jelas antara hukum privat dan hukum publik. 3
Sistematika hukum islam sebagian berikut:>*

1. Al-ahkam al-ahwal alsyakhsiyah (Hukum Perseorangan);

2. Al-ahkam al-madaniah (Hukum Kebendaan);

3. Al-ahkam al-jinaiyah (Hukum Pidana);

Departemen Agama Republik Indonesia, Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum,(Jakarta:
Departemen Agama Republik Indonesia, 2000), him. 15

*Ibid, him. 18

*Ibid,hIm. 19
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4. Al-ahkam murafaat, (Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, dan
PeradilanTata Usaha Negara);
5. Al-ahkam al-dusturiyah (Hukum Tata Negara);
6. Al-ahkam al-dawliyah (Hukum Internasional); dan
7. Al-ahkam al-igtisadiyahwa al-maliyah (Hukum Ekonomi dan Keuangan).
Tujuan hukum islam sebenarnya sudah nampak pada ayat-ayat dalam Al-
Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuan hukum islam adalah untuk
kebahagian hidup manusia didunia dan diakhirat kelak. Menurut Abu Ishak Al-
Sakatibi, tujuan Hukum Islam adalah memelihara: agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta. >
Para Ulama’ hukum islam, berpendapat bahwa tujuan hukum islam: Memenuhi
kebutuhan hidup manisia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier yang dalam
kepustakaan islam disebut dengan istilah daruriyyat, hajjihyat, dan tahnisiyyat.
Ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.*®

2.3.2 Sumber Hukum Islam
Sumber hukum islam ada 3 yakni:
1. Al-Qur’an
Al-Qur’an adalah bentuk lafaz firman Allah SWT yang disampaikan
melalui malaikat Jibril yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW;
2. Assunnah (Hadist)
Hadist adalah ucapan Rasullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan
kehidupan manusia;
3. Akal fikiran manusia yang memenuhi syarat berijtihat
Yaitu berdasarkan pada pendapat-pendapat para ahli, ulama, dan tokoh
agama.
Pengertian sumber hukum adalah: segala apa saja yang melahirkan atau

menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan, yang bersifat mengikat,

**Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1998), him. 54
*®Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit, him. 19
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yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan
nyata.”” Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau
yang menjadi sumber syariat Islam terutama Al-Qur’an dan Hadist Nabi
Muhammad Saw.*® Disamping itu terdapat beberapa bidang kajian yang erat
berkaitan dengan sumber hukum Islam: Ijmak, Ijtihat, Istishhab, Istilah, Istihsun,

Maslahan mursalah, Qiyas, Ra’yu, dan “Urf:>

2.3.3 Macam-Macam Hukum Dalam Hukum Islam (Ahkamul Khamsah)

Istilah ahkamanm bentuk jamak dari hukum. Adapun arti dari Al-hukmu
adalah menetapkan suatu hal atau perkara terhadap suatu hal atau perkara.
Ahkamul Khamsah artinya lima ketentuan atau lima ketetapan, pada dasarnya
Ahkamul Khamsah (lima penggolongan hukum). Seluruh perbuatan manusia dapat
diamasukkan dalam satu golongan hukum yang lain tersebut dalam hukum itu
adalah:

1. Fardh (diharuskan) atau wajib

Artinya harus dikerjakan, apabila dikerjakan mendapatkan pahala
sebaliknya apabila ditinggalkan akan berdosa atau dikenai hukuman.
Contohnya shalat lima waktu, puasa ramadhan, dan sebagainya;

2. Sunnah

Suatu ketentuan atau perintah apabila dikerjakan ia mendapat pahala
sebaliknya apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Contohnya shalat hari
raya, memberi sedekah, dan sebagainya;

3. Mubah (Jaiz)

Suatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula tidak dikerjakan kalau
dikerjakan tidak berpahala kalau tidak dikerjakan tidak mendapat pahala
dan tidak pula berdosa. Contohnya melakukan jual-beli, berolahraga, dan

sebagainya.

%’Sudarsono, Op. Cit , him. 550
581 i

Ibid.
*bid.
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4. Makruh
Suatu ketentuan perintah dan larangan dihentikan mendapat pujian,
sebaliknya jika dilanggar hanya dicela tidak samapai dihukum. Contohnya
masuk rumah orang tidak mengucapkan salam.

5. Haram
Larangan keras dengan pengertian kalau dikerjakan mendapat dosa atau
dikenakan hukuman dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya

mencuri, menipu, dan sebagainya.

2.4 Pengertian Ibu Pengganti (Surrogate Mother)
2.4.1 Pengertian Ibu Pengganti (Surrogate Mother)

Ibu Pengganti (Surrogate Mother) adalah seorang ibu yang membaw

a anak untuk atas nama ibu lain dan kemudian memberikan hak orang
tuanya adalah ayah dan ibu anak tersebut. Seorang ibu tersebut hanya sebagai ibu
pengganti pada masa kehamilan sampai melahirkan saja.?® Pada pelaksanaannya
Ibu Pengganti (Surrogate Mother) didahului dengan suatu perjanjian atau yang
disebut kontrak surogasi, latar belakang munculnya kontrak surogasi adalah
karena adanya program bayi tabung (fertilisasi in vitro)." Kontrak surogasi atau
sewa rahim berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu barring contract,
sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan surrogacy contract.®® Alasan
dilakukannya sewa rahim atau dikenal dengan ibu pengganti (Surrogate Mother)
adalah karena seorang istri tidak dapat hamil yang disebabkan memiliki kelainan
pada rahimnya.
Willentz, C.J., dalam Salim HS, seorang hakim pada Mahkamah Agung Amerika
mengemukakan pengertian kontrak surogasi adalah:

“bahwa ibu kandung anak itu selanjutnya akan dipisahkan
dengan anaknya untuk selamanya Si istri akan mengangkat anak
itu (adoption), dan si istri dan ayah kandung anak tersebut akan

%%http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c562a3b4bba4/surrogate-mother-%28ibu
pengganti%?29 di akses pada tanggal 21 September 2015

81Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdata, ( Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2006), him. 13

®Ibid., him 11
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dianggap sebagai orang tuanya secara penuh. Kontrak yang

menetapkan praktik ini disebut “kontrak surrogasi” (surogacy

contract, ibu kandungnya secara tidak tepat disebut “ibu

surogat” (Surrogate Mother).®®

Di Indonesia tentunya sudah tidak asing lagi mendengar kata bayi tabung,
bahkan prakteknya sudah dilakukan secara terbuka dan telah dilegalkan oleh
pemerintah. Sedangkan untuk ibu pengganti (Surrogate Mother) itu sendiri masih
diperdebatkan karena masih banyak pihak pro dan kontra mengenai tata cara dan
praktek dalam penggunannya.Saat ini praktik ibu pengganti (Surrogate Mother)
secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan pada Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan bahwa:
Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan
suami-istri yang sah dengan ketentuan:

1. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri yang
bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dimana ovum berasal,

2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan
kewenangna untuk itu;

3. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Berdasarkan pada point kesatu Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan secara tegas menyatakan pembuahan sperma
dan ovum dari suami isteri yang bersangkutan hanya dapat ditanamkan pada
rahim isterinya bukan orang lain. Berpedoman pada pasal tersebut maka praktik

ibu pengganti (Surrogate Mother) bertentangan dengan moral dan kesusilaan.

%33alim HS, Op.cit., him. 11
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BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa:

1. Status hukum anak yang dilahirkan dari ibu pengganti (Surrogate Mother)
dengan ibu penggantinya berdasarkan hukum islam ada dua pendapat
yaitu:

a. Pendapat yang menolak atau mengharamkan proses ibu pengganti
(Surrogate Mother) menggunakan dasar ijtihad. Seperti yang telah
dikemukakan sebelumnnya hasil dari ijtihad tersebut mengharamkan
penggunaan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum
dari pasangan suami isteri lalu embrionya di transplansikan ke dalam
rahim ibu lain. Anak tersebut dinasabkan pada ibu penggantinya
(Surrogate Mother) sedangkan dengan orangtua biologisnya statusnya
disamakan dengan anak angkat.

b. Pendapat yang memperbolehkan proses ibu pengganti (Surrogate
Mother) menggunakan dasar giyas. Pada uraian sebelumnya melalui
metode giyas dalam menentukan status anak yang dilahirkan dari ibu
pengganti (Surrogate Mother) bahwa anak yang dilahirkan merupakan
anak sah dari pasangan suami isteri pemilik benih sedangkan
hubungan anak tersebut dengan ibu pengganti (Surrogate Mother)
disamakan seperti anak sepersusuan. Ketentuan dalam hukum islam
adanya penyusuan anak oleh wanita lain menimbulkan akibat hukum
yaitu mahram antara orang yang menyusui dengan anak yang
disusuinya.

2. Hak waris anak yang dilahirkan dari ibu pengganti adalah:

a Pendapat yang menolak atau mengharamkan proses ibu pengganti
(Surrogate Mother) menggunakan dasar ijtihad. Maka anak tersebut
berhak mewarisi harta dari ibu penggantinya (Surrogate Mother),

karena status hukum anak tersebut dinasabkan pada ibu pengganti atau
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(Surrogate Mother) sedangkan dengan orang tua biologisnya anak
tersebut tidak berhak mewarisi, anak tersebut dapat memperolaeh harta
warisan dari orang tua biologisnya dengan cara wasiat atau hibah,
karena status hukumnya dengan orangtua biologisnya dipersamakan
dengan anak angkat.

b Pendapat yang memperbolehkan proses ibu pengganti (Surrogate
Mother) menggunakan dasar giyas. Anak yang dilahirkan dari ibu
pengganti (Surrogate Mother) tidak dapat menjadi ahli waris dari ibu
pengganti (Surrogate Mother). Apabila anak tersebut menerimah harta
dari ibu penggantinya, ia dapat menerimah dengan cara hibah atau
wasiat karena status hukum anak tersebut dinasabkan pada orang tua
biologisnya. Pada hukum islam penyusuan anak oleh wanita lain tidak
menimbulkan akibat hukum berupa hak untuk saling mewarisi. Hak
saling mewarisi bukan akibat hukum dari rada’ah melainkan untuk
hubungan nasab, ketentuan dalam hukum islam adanya penyusuan
anak oleh ibu lain hanya menimbulkan akibat hukum kemahraman
antara orang yang menyusui dengan anak yang disusuinya. Hubungan
anak yang dilahirkan dari ibu pengganti (Surrogate Mother) dengan
pasangan suami isteri pemilik benih (Orang tua genetisnya) adalah
sebagai anak sah, sehingga terjadi hubungan mewarisi antara anak

tersebut dan orang tua genetisnya.

4.2. Saran
1. Kepada pasangan suami isteri, dalam masalah ini perlu adanya
kematangan sikap dan pemahaman terhadap permasalahan yang berkaitan
terhadap aspek-aspek hukum islam yang erat kaitannya dengan
penyelenggaraan sewa rahim. Adapun akibat-akibat hukum yang akan
ditemui dalam permasalahan sewa rahim ini antara lain adanya kesulitan-
kesulitan yang timbul baik menyangkut soal agama, hukum, moral dan
etika, juga akibat psikologis yang menyangkut mental orang tua (ibu

pengganti) dan anak terlahir nantinya. Untuk itu solusi yang dapat
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dilakukan oleh pasangan suami istri yang sangat menginginkan untuk
memperoleh anak bisa dilakukan dengan mengasuh anak atau si suami
menikah lagi, hal ini justru mengantisipasi kesan negatif dan akan
mengangkat harkat dan martabat wanita sebagai ibu secara kodrati.

Kepada pemerintah, mengingat bahwa dinamika masyarakat yang bersifat
dinamis dan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan zaman, maka produk hukum yang dibuat oleh pemerintah
harus lebih cepat dalam pembentukannya agar mampu mengatasi berbagai
permasalahan yang munculdi tengah-tengah masyarakat. sehingga tidak
terjadi kekeliruan bahkan perselisihan dalam menentukan status, dan hak
waris anak yang dilahirkan, serta agar masyarakat lebih berhati-hatidalam
melakukan suatu perjanjian atau kontrak yang dapat merugikan dirinya

dikemudian hari.
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LAMPIRAN

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan fatwanya terkait masalah
mengenai bayi tabung dan bayi yang dititipkan dalam rahim ibu pengganti atau
(Surrogate Mother),hasil tersebut disampaikan berdasarkan komisi fatwa tanggal
13 Juni tahun 1979, Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
menfatwakan sebagai berikut:

1. Bayi tabung dengan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami isteri
yang sah hukumnya mubah (berdasarkan kaidah agama);

2. Bayi tabung dari sel sperma dan sel telur dari pasangan suami isteri
dengan menitipkan pada isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua
dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan sadd az-
zari’ah sebab ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya
dalam masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan
ibu yang mempunyai sel telur, serta dengan ibu yang mengandung dan
melahirkannya, ataupun sebaliknya);

3. Bayi tabung dari sel sperma yang dibekukan dari suami yang telah
meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan sadd az-zari’ah, sebab hal
ini akan menimbulkan masalah yang rumit, bagi kaitannya dengan
penentuan nasab ataupun terkait masalah kewarisan;

4. Bayi tabung yang sel sperma dan sel telurnya diambil dari selain pasangan
suami isteri yang sah hukumnya haram, karena hal tersebut statusnya sama
dengan hubungan kelamin antara lawan jenis diluar pernikahan yang sah

(zina) berdasarkan kaidah sadd az-zari’ah.
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